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Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5), Pasal
75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa;

Halaman




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

Fungsi LPSE dalam Perpres 16/18 dan Perubahannya
Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara
elektronik.

(2) Fungsilayanan pengadaan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan

Barang/Jasa dan infrastrukturnya;



Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Halaman -

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;

dan
C. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan
oleh pemangku kepentingan.
(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan

pengadaan secara elektronik.

(S) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan
pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

Pasal 75

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk
UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada

Peraturan Presiden Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Nomor 16 Tahun 2018 (2) Dalam rangka  pelaksanaan tugas UKPBJ

Beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ
(PerPres 12/2021), memiliki fungsi:
Pasal 75 a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan layanan = pengadaan = secara
elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi,
dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

Pasal 75 ayat (4)

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara

Perpres 16 Tahun 2018 elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
1 peru ba hannya (PerPres 1 2/2021) b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
Pasal 11

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban
memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya
Pasal Il angka 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6)
dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
Perpres 16 Tahun 2018 e . .
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi
dan PerUbahannya (PerPres pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang

12/2021) dilaksanakan oleh wunit kerja terpisah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dengan
31 Desember 2023,



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

PROFIL KELEMBAGAAN UKPBJ K/L

Total 75 Kementerian dan Lembaga

Status Jumlah Bentuk Kelembagaan
Kelembagaan K/L UKPB]J

1 Adhoc 18 Unit  Tidak ada

2  Struktural 50 Unit Berbentuk subbagian dan atau
bagian

3 Tanpa Status 7 Unit belum mengisi/ tidak ada

#berdasarkan data pada peta sebaran aplikasi siukpbj.lkpp.go.id (5 Juli
2021)



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

TIPE-TIPE FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN BENTUK KELEMBAGAAN UKPBJ PADA K/L

1.

K/L Yang sudah memiliki status kelembagaan struktural, dimana fungsi
layanan pengadaan secara elektronik yang sudah mandiri terhadap
pengelolaan infrastruktur (system provider), contoh: Kementerian
Keuangan, Kementerian Perhubungan.

K/L Yang sudah memiliki status kelembagaan struktural, dimana fungsi
layanan pengadaan secara elektronik tidak menyiapkan infrastruktur
mandiri yaitu sebagai service provider.

K/L Yang sudah memiliki status kelembagaan struktural, dimana fungsi
layanan pengadaan secara elektronik sebatas pelayanan pengelolaan
pengguna SPSE di KLPD (agency)

K/L yang memiliki status kelembagaan adhoc, dimana fungsi layanan
pengadaan secara elektronik sebatas pelayanan pengelolaan pengguna
SPSE di KLPD (agency)

K/L yang memiliki status kelembagaan adhoc dan belum menampilkan

nrAFfil



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

Pasal 1 angka 32 PerLKPP 10/21

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara
negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola,
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri
maupunbersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk
keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.

Pasal 3 ayat (3) PerLKPP 10/21

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan
fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system provider
bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman - 11

Profil Standarisasi fungsi layanan pengadaan secara elektronik pada
K/L

| K/L yang telah mencapai 17
standarisasi LPSE (20 LPSE)

m K/L dengan jumlah standarisasi
minimum 12 standarisasi LPSE

(13 LPSE)
B K/L dengan jumlah standarisasi

0-11 standar (42 LPSE)




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

PROFIL Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L
dengan 17 Standar

Nama K/L Tahun
Capaian

1 Kementerian Kesehatan 2014
2 Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 2014
3 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 2014
4  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2014
5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015
6 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015
7  Kementerian Komunikasi dan Informatika 2016
8 Badan Informasi dan Geospasial 2018
9 Kementerian Keuangan 2018
10 Kementerian Pendidikan Kebudayaaan Riset dan 2018

Teknologi



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

PROFIL Layanan Pengadaan Secara Elektronik K/L
dengan 17 Standar

m Nama K/L Tahun Capaian

11 Badan Ekonomi Kreatif 2019
12 Badan Kepegawaian Negara 2020
13 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2020
14 Badan Siber dan Sandi Negara 2020
15 Kementerian Perhubungan 2020
16 Kepolisian Negara Republik Indonesia 2020
17 Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat 2021
18 Kementerian Pertanian 2021
19 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2021

20 Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020



Butir-butir Isi Lampiran 1
Peraturan LKPP 10/2021




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Halaman - 15

Fungsi
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara
Elektronik

| PSE

— ﬁnin ﬂiiiili Secara Elektronik

. pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE,

dan infrastrukturnya;

. pelaksanaan registrasi dan verifikasi

pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;

. pelayanan pengadaan barang/jasa secara

elektronik;
. pengembangan sistem informasi
di lingkungan UKPB] (apabila

dibutuhkan); dan

. pengelolaan seluruh informasi elektronik

Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh
pemangku kepentingan



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 16

Bentuk & Persyaratan
Penyelenggaraan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

System Provider Service Provider

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara Fungsi pengelolaan layanan pengadaan
elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan secara elektronik dengan bentuk
dan infrastruktur pendukung SPSE pengelolaan layanan.




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 17

Persyaratan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik sebagai
System Provider

SLA

Service-level agreement :
ervices

Infrastruktur meliputi:
Jaringan internet
Infrastruktur utk keg. Pelatihan,
verifikasi, fasilitas pemasukan
penawaran (bidding), layanan
dukungan pengguna (helpdesk)
» Server Production & Backup
ruangan khusus dan sistem untuk
pengamanan server yang sesuai

dengan standar pengelolaan
keamanan informasi




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 18

Persyaratan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik sebagai
Service Provider

>
Managed Service:

Fungsi LPSE pada Kab./Kota dapat
bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi;

Fungsi LPSE pada K/L dapat
bekerja sama dengan K/L
terdekat; atau

Fungsi LPSE pada K/L/PD dapat
bekerja sama dengan LKPP.




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 19

Kesepakatan Tingkat Layanan (SLA) antara UKPBJ dengan LKPP

1. UKPBJ dalam memberikan/menyediakan layanan
kepada Pengguna SPSE berpedoman pada SLA.

Servige‘!;amemem 2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
telah mendapatkan persetujuan LKPP untuk
mengubah bentuk penyelenggaraan Fungsi
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik, wajib melakukan pemutakhiran SLA.

3. Ketentuan substansi SLA ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Deputi yang membidangi
monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem
informasi.




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 20

Personel Pelaksana Fungsi
Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara

Elektronik

Kepala/koordinator
unit kerja

pelaksana fungsi pengelolaan SPSE, sistem
pendukung SPSE, dan infrastrukturnya
(administrator sistem)
L P *dikecualikan untuk LPSE berbentuk service provider

—\_/ Layanan Pengadaan Secara Elektronik

« =

pelaksana layanan dukungan pelaksana fungsi registrasi dan verifikasi
(helpdesk) pengadaan barang/jasa (verifikator) pengguna SPSE dan sistem
secara elektronik pendukungnya




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 21

Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

mengkoordinasikan, memantau, dan
mengevaluasi pengelolaan standarisasi
layanan pengadaan secara elektronik,
serta melaporkan seluruh kegiatan
layanan pengadaan secara elektronik
kepada Kepala UKPB]

Kepala/koordinator
unit kerja




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 22

Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. mengelola layanan, pengguna SPSE,
kapasitas aset LPSE, dan keamanan
informasi SPSE serta sistem pendukungnya
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
LKPP

2. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE
dan sistem pendukungnya; dan

3. mengembangkan sistem informasi di
lingkungan UKPB]J (apabila dibutuhkan).

pelaksana fungsi pengelolaan

SPSE, sistem pendukung SPSE,
dan infrastrukturnya
(administrator sistem)

*fungsi ini dikecualikan untuk LPSE berbentuk
service provider




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 23

Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen
calon Pengguna SPSE;

2. memberikan dan/atau melakukan
persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;

3. penyampaian informasi kepada calon
Pengguna SPSE tentang kelengkapan
dokumen yang dipersyaratkan;

4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna

pelaksana fungsi registrasi dan SPSE; dan
verifikasi (verifikator) pengguna >. melayani pelaku usaha untuk melakukan
SPSE dan sistem pendukungnya kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP)

pada aplikasi SPSE.




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 24

Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. pemberian dukungan teknis Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik;

2. pelayanan informasi elektronik
Pengadaan Barang/Jasa kepada
masyarakat luas; dan

3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa
melalui media elektronik dan/atau media
non elektronik.

JAELCEREREVERERR OV LOT L]
(helpdesk) pengadaan
barang/jasa secara elektronik




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman 25

1. persetujuan pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara

elektronik;

2. standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi; .

3. standar kompetensi bagi personel fungsi pengelolaan layanan Pembinaan dan
pengadaan secara elektronik; Pengawasan

4. pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan tata kelola Fungsi
fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 8

5. penilaian dan memberikan rekomendasi terkait standarisasi Pengelolaan

tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara Laya nan

elektronik; dan Pengadaan Secara
6. pemantauan dan evaluasi terkait tata kelola fungsi & )

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Elektronik

Tindakan pembinaan kepada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik berupa saran/rekomendasi, teguran, pencabutan sertifikat standardisasi,
dan penghentian layanan SPSE akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi
yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi




Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

CEKLIST PEMENUHAN STANDARISASI

Standarisasi System | Service Keterangan
Prowder Provider

Kebijakan Layanan sebagian Kebijakan Keamanan informasi didasari
poin pada SLA kerjasama dengan K/L lain

2 Pengorganisasian v vV Tidak adanya fungsi administrator sistem
Layanan

3 Pengelolaan Aset v v Tidak adanya aset server dan jaringan
Pengelolaan Risiko v Vv Tidak adanya analisa resiko subklasifikasi

dari server serta jaringan

5 Pengelolaan Layanan v v -
Helpdesk

6 Pengelolaan v V Tidak termasuk perubahan aplikasi
Perubahan danstruktur jaringan

7 Pengelolaan Kapasitas v sebagian Mengacu pada kapasitas perangkat

system providernya



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

CEKLIST PEMENUHAN STANDARISASI

Standarisasi System Service Keterangan
Prowder Prowder

Pengelolaan Sumber Daya Penyesuaian poin
Manusia pencabutan hak akses
(server & jaringan)

9  Pengelolaan Keamanan vV - Menggunakan standar
Perangkat pada system providernya

10 Pengelolaan Keamanan Vv - Menggunakan standar
Operasional Layanan pada system providernya

11 Pengelolaan Keamanan Server vV - Menggunakan standar
dan Jaringan pada system providernya

12 Pengelolaan Kelangsungan v v Hanya terhentinya layanan
Layanan bukan SPSE

13 Pengelolaan Anggaran Vv Vv Tidak adanya anggaran

khusu maintenance
perangkat server

14  Pengelolaan Pendukung v v Selain pihak maintenance



Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Halaman -

CEKLIST PEMENUHAN STANDARISASI

Standarisasi System Service Keterangan
Prowder Prowder

Pengelolaan Hubungan dengan Hanya evaluasi terkait
Pengguna Layanan layanan dari fungsi LPSE
16  Pengelolaan Kepatuhan vV v Hanya Lampiran regulasi
pendukung layanan LPSE
17  Penilaian Internal Vv vV Dilakukan untuk evaluasi

seluruh standar kecuali
9,10,11
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@® LPSE
TN/

Layanan Pengadaan Secara Elektronik
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1. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality),
integritas (integrity) dan ketersediaan (availability)
informasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola oleh
fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Integritas
Sistem

2. Hak akses server layanan pengadaan secara elektronik
dipegang oleh Administrator Sistem dan Koordinator pada
fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
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KETENTUAN PERALIHAN PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN
LKPP NO.10 TAHUN 2021 TENTANG UKPB}J

1. Melampirkan Surat Pengajuan Perubahan
Bentuk Fungsi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;

2. Memiliki SLA dengan fungsi LPSE lain
sebagai bentuk kerjasama;

3. Menyusun SLA sebagai Service Provider
antara fungsi LPSE dengan LKPP ;

4. Memiliki fungsi layanan pengadaan secara
elektronik sesuai bentuk Service Provider
yang dapat dinyatakan dalam struktur
organisasi atau fungsi dalam penetapan
agency (pada SK) dan dilaksanakan oleh
pegawai tetap.

SERVICE
ASENCY PROVIDER
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Terima Kasih

Disusun oleh:

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

JUNI 2021



